BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan merupakan salah satu modal bagi masyarakat yang
membutuhkan. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan
yang semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan
semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbankan syariah
telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktek keuangan
syariah di Indonesia. Hal ini mendorong berkembangnya lembaga
keuangan syariah antara lain: Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan lembaga keuangan
non bank yang berprinsip syariah antara lain: Gadai Syariah, Asuransi
Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksa Dana Syariah, Baitulmal Wa Tamwil,
Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi
Syariah”, yaitu lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun
dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam
skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah yaitu Baitulmaal merupakan
istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan
menyalurkan dana non profit seperti zakat, infak dan sedekah sedangkan

Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan



dan menyalurkan dana komersial. BMT mempunyai peran ganda yaitu
fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, dkk. 2014)

BMT Bina lhsanul Fikri adalah salah satu BMT vyang sudah
berkembang di wilayah Yogyakarta. BMT Bina Ihsanul Fikri menjadi
salah satu alternative pembiayaan bagi para pedagang dan yang berada di
area pasar serta masyarakat sekitar Yogyakarta. Salah satu bentuk
pembiayaan yang cukup mendominasi di BMT Bina lhsanul Fikri adalah
pada pembiayaan Murabahah. Menurut Antonio (dalam Rejeki, 2013)
Murabahah adalah akad jual beli barang yang disepakati oleh kedua belah
pihak (pembeli dan penjual) berdasarkan harga perolehan ditambah
dengan margin yang telah diberitahukan oleh pihak penjual )bank)
sebelumnya. Pembiayaan Murabahah ini telah diatur dalam Fatwa Dewan
Syariah N0.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April tahun 2000
tentang Murabahabh.

Pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah ini
tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui
dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kendala atau
masalah yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul
Fikri seringkali tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati sebelumnya. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau
kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena
mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Dengan demikian pembiayaan bermasalah juga tidak muncul secara



mendadak, akan tetapi berbagai macam gejala penurunan mutu
pembiayaan secara bertahap akan muncul.

Bank sebagai kreditur berusaha untuk menghindari kredit bermasalah
karena semakin kecil kredit bermasalah maka akan semakin lancar arus
kas. Kredit bermasalah dalam jumlah yang besar akan membuat
perputaran kas menjadi terhambat sehingga jumlah persediaan kas untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak dapat terpenuhi apabila
sewaktu-waktu ada tagihan (Yusnita, 2011). Dalam melakukan
pembiayaan, BMT Bina lhsanul Fikri Yogyakarta juga memperhatikan
prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh anggota dan BMT. Hal ini
dibuktikan dengan data pembiayaan murabahah yang bermasalah tahun

2013-2017 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) 2012-2016
Pembiayaan Pembiayaan
Tahun Jumlah Murabahah Murabahah NPFE %
Nasabah (Rp) Bermasalah
(Rp)
2012 20. 941 44.653.875.373 35.623.621 3,39
2013 25.130 46.225.580.110 34.947.352 4,40
2014 25.031 40.154.776.820 33.845.502 5,33
2015 32.888 46.892.223.560 53.258.092 3,19
2016 36.352 47.749.927.454 39.742.621 3,81

Sumber : Data diolah dari Profil BMT Bina lhsanul Fikri

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah di

BMT Bina lhsanul Fikri 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan



bermasalah untuk setiap tahunnya stabil, jika dilihat dari Standar Bank
Indonesia bahwa pembiayaan bermasalah tidak boleh dari 5%. Hanya saja
pada tahun 2014 pembiayaan bermasalah mencapai 5,33% selain tahun
2014 nilai NPF di BMT Bina Ihsanul Fikri tergolong stabil.

Pembiayaan bermasalah atau Non Perfoming Financing (NPF) pada
masing-masing akad di Perbankan Syariah per Februari 2017 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali akad Istishna.
Pertumbuhan dengan nominal tertinggi adalah akad Murabahah (jual beli)
sebesar 13,96% atau meningkat Rp 17,03 triliun. Berikutnya adalah akad
Musyarakah yang pembiayaannya sebesar 27,72% atau sebesar Rp 16,89
triliun. Pada Februari 2017, secara nominal Murabahah menjadi akad
dengan pembiayaan bermasalah atau NPF tertinggi yaitu sebesar Rp 6,82
miliar atau setara dengan rasio NPF 4,9%.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil
judul “ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL BINA IHSANUL

FIKRI YOGYAKARTA”

. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang
masalah diatas adalah:
1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan

bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta?



2. Bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan akad

Murabahah bermasalah pada BMT Bina lhsanul Fikri?

C. Batasan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan pada faktor-
faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta penanganan dan cara
penyelesaian pembiayaan bermasalah Akad Murabahah di BMT Bina

Ihsanul Fikri Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penulisan Tugas Akhir
ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab
terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina lhsanul Fikri
Yogyakarta.

2. Untuk menganalisis penanganan dan penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Bina lhsanul Fikri

Yogyakarta.



E. Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi
pembaca mengenai pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di
BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan,
wawasan nasabah dan bahan informasi tambahan yang berguna
mengenai pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di BMT

Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.



